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PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM

MELALUI

JARINGAN DOI(“M!N‘I'(A!I D?N INFORMASI HUKUM
JIDIH

MENGENAL JDIHN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
ATAU JDIHN ADALAH WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS
DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN
BERKESINAMBUNGAN, SERTA MERUPAKAN SARANA PEMBERIAN
PELAYANAN INFORMASI HUKUM SECARA LENGKAP, AKURAT,
MUDAH, DAN CEPAT. (PASAL 1 PERPRES NO. 33 TAHUN 2012 TTG
JDIHN)
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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi
publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Badan gal ili Umum Kabup: /[Kota

diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan

pelayanan keterbukaan informasi publik;

bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Pemilihan Umum Luar Negeri sudah

Pas=al 2
(1) Bawaslu, Bawaslu Provine:, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi
BERITA NEGARA dan Informasi Hulum melahui JOIH Bawastu
REPUBLIK INDONESIA A Domeln lecmmnn dmmASeL exbioad 1)

. dinmuat dalam laman resmi  dengan  domain
No.943, 2020 BAWASLU.  Informasi  Hukum.  Jaringan - .
Dokumentasi. hitps:/ fjdih bawaslu goid dan terntegrasi dengan
sistem JDIH Nasional
JDIH 1 ix

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 1 pada ayat (1)
REPUBLIK INDONESIA bertujuan untulc
NOMOR 7 TAHUN 2020 ES jami ipan; 1ol Doloumen Hulum
TENTANG dan Informasi Hulmm yang terpadu dan terintegrasi
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten /Kota;
Informasi Hulum yang lengkap dan akurat, serta

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
D i dan fe i Hukum ional

/lembaga

i jaringan i i i hulum di
lingkungannya;
bahwa untuk dan pengelol
Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

/Kota yang teri i dalam saru sistem
Jaringan D i dan i Hukum, beb

dapat dialses secara cepat dan mudah;
mengembangian kerja sama yang efektif antara
pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu
serta antarsesama anggota JDIH Bawaslu dalam
rangka penyediaan Dolumen Hukum dan Informasi
Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
KsbupatenKota; dan

meninglatian  kualitas pembangunan  hulum
nasional dan pelayanan lepada publik sebagai salah
satu  wujud ketatapemerintahan yang baik
transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
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IGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM
3UPATEN PEKALONGAN

* Dalam pengelolaan JDIH WAJIB berpedoman pada Standar Pengelolaan
Dokumen Dan Informasi Hukum (Pasal 1 Permenkumham No. 8 Tahun

2019).

* ini dimaksudkan sebagai pedoman yang wajib digunakan dalam

pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional untuk dapat

memberikan layanan hukum yang baik.

IGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM
PATEN PEKALONGAN

PELAYANAN HUKUM DI
WEBSITE JDIH KAR. PEKALONGAN

WEBSITE oDIH KAB. PEKALONGAN
https :jdib.pekdalongeankeb.ge.id
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IGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM
BUPATEN PEKALONGAN

¢ SIBAHUMAS

Sistem Informasi
Bantuan Hukum
Masyarakat

SIBAHUMAS

Sistem Informasi Bantuan Huk

Mewnjudkan pelayanan bantuan hukum Masyarakat miskin mefalui

Kabupar
oleh Per

IGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM
BUPATEN PEKALONGAN
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JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN
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JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN PEKALONGAN
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JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ARINGAN DOKUMENTAS STRUKTUR ORGANISAS|
m UKUM TIM PENGELOLA JDIH
KABUPHTEN PECRLONGAN KABUPATEN PEKALONGAN

' PEMBINA 'BUPATI PEKALONGAN

' PENGARAH ’ SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA

SEKRETARIS

Gl

Lim

ARDIAN NUR HIDAYATL, S.H.
ADITOMO HERLAMBANG, SH. ,
U SUBKOR DOKUMENTASI & INFORMASI
KEPALA BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA

ANGGOTA

WINARTININGSIH, S.H. MAKHSUN Al MUHAMMAD ALI RIDHO, $.Kom.
SUBKOR BANTUAN HUKUM PPENELAAH JARINGAN IIIKIIIFD HUKUM FEHD.MH lARIlEM IlﬂKIIIII HUKUM  PRANATA KOMPUTER AHLI PERT,
BAGIAN HUKUM SETDA' BAGIAN HUKUM SETDA- DINKOMINFO
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JARINGAN DOKUMENTASI BAGAN ORGANISASI JDIH )J
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEKALONGAN )

KRBUPATEN PEKALONGAN F
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NMUKIKUNIUNGIWEBSIT EIRAMI

https ydihipekealongankeabge-id

JARINGAN/DOKUMENTASI
DANINEORMASIHUKUM
KABUPATEN PEKALONGAN

JANGANLUPALIKE COMENT S FOLLOW
— JDIH ONINSTAGRAM
D @jdikkabpekalongen

LERIMAKASIN
NICETOIMEETAVOUAGAIN
AND'SEE YOUAGAINAT'ANOTHER TIME
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